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Dari temuan data oleh Institute for Ecosoc
Rights, pada tahun 2014 telah terjadi 146 kasus
penggusuran dengan korban 42.498 warga. Pada
tahun 2015 telah terjadi 99 penggusuran dengan
45.345 korban. Hingga Februari 2016 telah terjadi
17 penggusuran dengan 5704 korban. Karena
itulah keberadaan institusi polisi pamong praja ini
oleh sebagian masyarakat menilai telah melakukan
findakan yang meresahkan. Dalam sefiap
pelaksanaan tugas di lapangan Satuan polisi
Pamong Praja sering dinilai melakukan kekerasan
dan ftindak arogansi. Hal yang lebih disebabkan
oleh ketidak pahaman yang bergabung dengan
kewajiban untuk melaksanakan perintah dengan
sukses.

Di dalam pasal 255 ayat (1) Undang-
Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Satuan
Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
menyelenggarakan  ketertban  umum  dan
ketenteraman, serta menyelenggarakan
pelindungan masyarakat. Selanjutnya pada ayat
(2) disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai kewenangan: melakukan tindakan
penertiban  non-yustisial  terhadap  warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Perda danfatau
Perkada; menindak warga masyarakat, aparatur,
atau badan hukum yang mengganggu Ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan
tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum vyang diduga
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melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau
Perkada, dan melakukan tindakan administratif
terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda
danfatau Perkada.

Sejalan dengan amanat Undang-
Undang Aparatur Sipil Negara, maka pembinaan
Polisi Pamong Praja diarahkan melalui jalur
jabatan  fungsional, dengan ditetapkannya
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun
2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja dan Angka Kreditnya yang pada akhirnya
dapat membangun citra positif polisi pamong praja
menjadi aparatur yang humanis dan melayani
masyarakat.

Upaya mewujudkan profesionalisme
polisi pamang praja tersebut, harus diikuti dengan
penyiapan pola pengembangan kompetensi yang
sesual dengan jenjang jabatan dan tugas-tugas
yang diemban oleh polisi pamong praja pada
masing-masing jenjang tersebut,

Sehubungan hal tersebut diatas,
Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan
payung hukum pelaksanaan uji kompetensi
jabatan fungsional polisi pamong praja yaitu :

1. Peraturan Bersama Mendagri No 34 thn 2015
dan Peraturan Kepala BKN No 9 thn 2015

2, Surat Edaran Nomor B00/120/SJ tanggal 15
januari 2016 tentang Standar kompetensi
jabatan fungsional polisi pamong praja

Rumusan Masalah
Berangkat dari masalah  tersebut,

permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian

ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh uji kompetens
standarisasi kompetensi polisi pamong
praja terhadap kinerja polisi pamong praja di
Megara Kesatuan Republik Indonesia?

2. Mengapa Uji Kompetensi Polisi Pamong
Praja merupakan suatu hal yang sangat
penting dalam meningkatkan standarisasi
kompetensi Polisi pamong praja?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan  menganalisis  sejauhmana  pengarus
diadakannya uji kompetensi polisi pamong praja
dalam meningkatkan prestasi kerja anggota polisi
pamong praja setelah mereka melakukan uji
kompetensi polisi pamong praja.
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METODE

Pendekatan dalam tulisan ini adalah menggunakan
metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif
dikombinasikan  dengan metode  peneslitian
kuantitatif, Penelitian deskriptif ini merupakan
penilitian  yang bersifal yang memberikan
gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas
mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang
diteliti. Pendekatan penelitian kualitatif sering
disebut dengan naturalistic inquiry (inkuiri alamiah).
Apapun macam, cara atau corak analisis data
kualitatif suatu penelitian, perbuatan awal yang
senyatanya dilakukan adalah membaca fenomena.
Setiap data kualitatif mempunyai karakieristiknya
sendiri.

Melalui tipe ini, penulis ingin mendapat
gambaran dan informasi mengenai pengaruh
diadakannya Uji  Kompetensi  standarisasi
kompetensi bagi anggota polisi pamong praja
terhadap peningkatan kinerja mereka. Lokasi
Penelitian adalah 14 (empat belas) Provinsi di
Megara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Jawa
Tengah, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa
Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung,
Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan,
Kepulauan Riau, Musa Tenggara Barat,
Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan yang telah
melaksanakan  uji  kompetensi.  Teknik
pengumpulan data melalui studi literature dengan
menyusun latar belakang masalah, tinjauan
pustaka dan pengumpulan data baik melalui buku
maupun data statistik serta survey lapangan.

Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan Akademis

1. Hasil peneliian ini diharapkan menjadi
sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dalam
bidang sumber daya manusia dalam hal

standarisasi kompetensi dalam
mempengaruhi kinerja anggota polisi pamong
praja.

2. Membandingkan antara ilmu pengetahuan
dan teori Sumber Daya Manusia yang telah
dipelajari dengan kenyataan empiris yang
terjadi dalam dunia kerja polisi pamong praja
Indonesia

Kegunaan Praktis

1. Hasil peneliian ini diharapkan menjadi
sumbangsih  pemikiran kepada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian  Dalam  Megeri  dalam
pengembangan sumber daya manusia khusus
sumber daya manusia polisi pamong praja.

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi
sumbangsih pemikiran dan bahan referensi
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untuk peneliti selanjutnya dalam bidang kajian
yang sama.

RESULT AND DISCUSSION
Kompetensi dan Kinerja

Definisi kompetensi menurut
Managing Partner The Jakarta Consulting
Group, adalah:"Karakteristik-karakteristik yang
mendasari individu unfuk mencapai kinerja
superior. Kompetensi juga merupakan
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan
yang berhubungan dengan pekerjaan, serta
kemampuan yang berhubungan dengan
pekerjaan,serta kemampuan yang dibutuhkan
untuk  pekerjaan-oekerjaan non  rufin”,
{www jakartaconsulting.com/extra extra
corner_archive12.shtml,mei 2006) hal 2.

Kinerja  (performance]  adalah
gambaran mengenai tingkatan pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/  program/
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
visi dan misi organisasi yang tertuang dalam
perencanaan strategis suatu organisasi. Istilah
kinerja sering digunakan untuk menyebut
prestasi atau tingkatan keberhasilan individu
maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui
hanya jika individu atau kelompok tersebut
mempunyai kriteria keberhasilan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Kriteria keberhasilan
ini berupa tujuan-tujuan atau target-target
tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada
tujuan atau target, kinerja seseorang atau
organisasi tidak mungkin dapat diketahui
karena tidak ada tolak ukurnya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja
pengelolaan keuangan daerah, maka banyak
fakior yang perlu dipertimbangkan, di antaranya
adalah kompetensi dan mofivasi pegawai.

Enceng, Liestyodano dan Purwaningdyah
{2008) menyatakan bahwa kompetensi merupakan
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang
dikuasai oleh sesecrang yang telah menjadi bagian
dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-
perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan
sebaik-baiknya. Solo dalam Enceng, Liestyodono
dan Purwaningdyah (2008) menyatakan bahwa
kompetensi  fidak  hanya mengandung
keterampilan, pengetahuan, dan sikap, namun
yang penting adalah penerapan dari keterampilan,
pengetahuan, dan sikap mereka sesual standar
kinerja yang ditefapkan.
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Kompetensi dapat memperdalam dan
memperiuas kemampuan kerja. Semakin sering
seseorang melakukan pekerjaan yang sama,
semakin terampil dan semakin cepat pula dia
menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin
banyak macam pekerjaan yang dilakukan
seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya
dan luas, dan memungkinkan peningkatan
kinerjanya (Simanjuntak, 2005:

113).

Kompetensi sesecrang  menunjukkan
jenis-jenis pekerjaan yang pemnah dilakukan
seseorang dan memberikan peluang yang besar
bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang
lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja
seseorang, semakin trampil melakukan pekerjaan
dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap
dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan (Abriyani, 2004).

Kompetensi  berpengaruh  terhadap
kinerja pegawai. Seorang pegawai yang memiliki
kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan,
ketrampilan, kemampuan, dan sikap yang sesuai
dengan jabatan yang diembannya selalu terdorong
untuk bekerja secara efekiif, efesien dan produktif,
Hal ini terjadi karena dengan kompetensi yang
dimiliki pegawai bersangkutan semakin mampu
untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan
kepadanya, Diharapkan pegawai berkompetensi
akan meningkatkan kineria  masing-masing.
Beberapa daerah membuat kebijakan untuk
mendorong pegawai bekerja lebih baik, misalnya
dengan memberikan insentif berupa tunjangan
prestasi kerja (TPK) dan uang lembur.

Motivasi merupakan keadaan dalam
pribadi seseorang yang mendorong keinginan
individu  untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan
tertentu guna mencapai suatu tujuan (Handoko,
2005). Dorongan tersebut mempunyai kekuatan
yang besar dalam penentuan sikap pegawai dalam
bekerja. Dengan adanya motivasi,

Seorang  pegawai akan  merasa
mempunyai dorongan khusus untuk
menyelesaikan  suatu  pekerjaan  menuju
tercapainya efektivitas organisasi. Seorang
pegawai memiliki mativasi yang tinggi akan mampu
melaksanakan tugas secara efektif dan efisien dan
memiliki kinerja yang baik. Dalam rangka
memaksimalkan kinerja pegawai, maka pimpinan
memotivasi pegawai agar bekerja lebih baik.
Fenomena yang ada, selama ini meskipun motivasi
kerap kali diberikan, ternyata belum cukup efektif
untuk memotivasi pegawai dalam meningkatkan
kinerjanya.

Kompetensi merupakan landasan dasar
karakteristik orang dan mengindikasikan cara
berperilaku atau berpikir, menyamakan situasi dan
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mendukung untuk periode wakiu cukup lama.
Faktor yang dapat memengaruhi kecakapan
kompetensi seseorang yaitu (1) Keyakinan dan
nilai-nilai, (2) Keterampilan, {3) karakieristik
kepribadian, (4) motivasi, (5) isu emosional, (6)
kemampuan intelektual dan (7) budaya organisasi
(Spancer, 2003:9).

Dilihat dari disiplin perilaku organisasi,
kompetensi bersama dengan komitmen termasuk
pada kelompok faktor karakteristik individu
anggota organisasi. Para ahli perilaku organisasi
seperti Kreitner dan Kinicki (2003), konsep
kompetensi dipahami sebagai gabungan dari
kemampuan dan keterampilan. Dijelaskan oleh
Kreitner dan Kinicki (2003: 185) bahwa
‘Kemampuan dan keterampilan mendapat
perhatian yang cukup besar dalam lingkaran
manajemen masa kini. Pengunaan istilah
kompetensi merupakan istilah yang digunakan
untuk menjelaskan  hal ini. Kemampuan
menunjukkan karakteristik stabil yang berkaitan
dengan kemampuan maksimum fisik dan mental
seseorang. Keterampilan di sisi lain adalah
kapasitas khusus untuk memanipulasi objek.

Wood, Wallace dan Zeffane (2001),
Robbins dan Judge (2007), serta Harris {2000)
menjelaskan  konsep  kompetensi  sebagai
gabungan dari bakat (aptitude) dan kemampuan
(ability). Bakat menunjukkan kapabilitas untuk
belajar sesuatu. Sifatnya  potensial.  Uniuk
kemampuan merujuk pada kapasitas individu
untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu
pekerjaan. Kemampuan dibina oleh pengetahuan
dan keterampilan. Berbeda dengan para ahii
perilaku organisasi, para ahli manajemen
pengetahuan (Koenig, 1997; Edvisson & Malone,
1897, Fitz-enz & Davizon, 2000; Mayo, 2002;
Baron & Armstrong, 2007), konsep kompetensi
bersama dengan konsep komitmen telah dimaknai
sebagai modal manusia (human capital) yang
dalam hal ini adalah karyawan, secara bersama-
sama dengan consumer capital dan structure
capital

Membentuk intellectual capital
organisasi (Stewart, 1997). Berkaitan dengan itu,
Dave Ulrich (1998: 15-26) secara fegas
menyatakan, kompetensi bersama-sama dengan
komitmen dipandang sebagai fakfor pembentuk
modal intelektual organisasi. Dikemukakan oleh
Ulrich bahwa, "Infellectual Capital = Competence x
Commitment."

Karakteristik Kompetensi Spencer and
Spencer  {1993:9) mengemukakan  bahwa
kompetensi individu merupakan karakter sikap dan
perilaku, atau kemampuan individual yang relatif
bersifat stabil ketika menghadapi suatu situasi di
tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara
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watak, konsep diri, motivasi internal, serta
kapasitas pengetahuan kontekstual. Ada lima
karakteristik utama dari kompetensi yang pada
akhirmya akan mempengaruhi kinerja individu
karyawan, yaitu
1. Motif (mofives), yaitu sesuatu yang dipikirkan
atau diinginkan oleh seseorang secara
konsisten dan adanya dorongan untuk
mewujudkannya dalam bentuk tindakan-
tindakan. Marshall {2003:40) juga mengatakan
bahwa motif pikiran-pikiran dan preferensi-
preferensi tidak sadar yang mendorong perilaku
karena perilaku merupakan sumber kepuasan.
Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih
perilaku menuju findakan atau tujuan tertentu.
2 Watak (traifs), yaitu karakteristik mental dan
konsistensi  respon  seseorang terhadap
rangsangan, tekanan, situasi, atau informasi. Hal
ini dipertegas oleh Marshall (2003:40) yang
mengatakan bahwa watak adalah karakteristik
yang mengakar pada din seseorang dan
mencerminkan kecenderungan yang dimilikinya.
3.Konsep diri (self concepi), yaitu tata nilai luhur
yang dijunjung tingai oleh seseorang, yang
mencerminkan tentang bayangan diri atau sikap
diri terhadap masa depan yang dicita-citakan atau
terhadap suatu fenomena vyang ferjadi di
lingkungannya.  Marshall  (2003:40)  juga
mengungkapkan bahwa konsep diri adalah
gambaran yang dimiliki seseorang mengenai
dirinya sendiri dan hal mencerminkan identitas
dirinya. Disamping itu, Kreilner and Kinicki
(2001:137) bahwa konsep diri adalah persepsi diri
seseorang sebagai makhluk fisik, sosial dan
spiritual.
4 Pengetahuan (knowledge), yaitu informasi yang
memiliki makna yang dimiliki seseorang dalam
bidang kajian tertentu.
5.Keterampilan (skill), yaitu kemampuan untuk
melakukan suatu pekerjaan fisik atau mental. Dale
{2003:29) mengatakan bahwa keterampilan adalah
aspek perilaku yang bisa dipelajari melalui latihan
yang digunakan untuk memenuhi tuntutan
pekerjaan.

Jenis Kompetensi

Menurut Spencer and spencer (1993:34)
mengklaisfikasikan dimensi dan  komponen
individu menjadi tiga yaitu : (1) Kokptensi
intelektual, (2) Kompetensi emosional (3)
Kompetensi social.

Penjelasanya sebagai berikut ;

1. Kompetensi intelektual.
Kompetensi intelektual adalah karakter sikap
dan perilaku atau kemauan dan kemampuan
intelektual  individu  (dapat  berupa
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pengetahuan, keterampilan, pemahaman
profesional, pemahaman kontekstual, dan lain
-lain) yang bersifat relative stabil ketika
menghadapi permasalahan di tempat kera,
yang dibentuk dari sinergi antara watak,
konsep diri, mofivasi internal, serta kapasitas
pengetahuan  kontekstual  (Nahapiet &
Ghaoshal, 1998: 245). Robbins & Judge (2007
42) juga mengatakan bahwa kompetensi
intelektual  adalah  kemampuan  yang
diperlukan untuk menjalankan  kegiatan
mental.  Kompetensi  intelektual  ini
terinternalisasi kedalam Sembilan kompetensi
yaitu berprestasi, kepastian kerja, inisiatif,

penguasaan informasi, berpikir  analitik,
berpikir  konseptual, keahlian praktikal,
kemampuan lingustik, dan kemampuan
naratif.

Kompetensi emosional.

Kompetensi emasional adalah karakter sikap
dan perilaku atau kemauan dan kemampuan
untuk  menguasai  din  dan memahami
lingkungan secara obyeklif dan moralis
sehingga pola relative  stabil  ketika
menghadapi  berbagai permasalahan  di
tempat kerja yang terbentuk melalui sinergi
antara watak, konsep diri, motivasi internal,

serta kapasitas pengetahuan
mentallemosional [spencer and
spencer,1983:35). Kompetensi emosional

individu terinternalisasi kedalam enam tingkat
kemauan dan kemampuan | spencer and
spencer,1993:37) sebagai berikut;

Sensitifitas atau saling pengertian, kepedulian
terhadap kepuasan anggota internal dan
eksternal, pengendalian diri, percaya diri,
kemampuan beradaptasi, dan  komitmen
terhadap organisasi.

Kompetensi sosial

Kompetensi sosial adalah karakter sikap dan
perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk
membangun simpul-simpul kerja sama dengan
orang lain yang relative stabil ketika
menghadapi permasalahan di tempat kerja
yang terbentuk melalui sinergi antara watak,
konsep diri, motivasi intermal serta kapasitas
pengetahuan social (imam sugeng,2002:200).
Kompetensi social terinternalisasi  kedalam
tujuh tingkat kemauan dan kemampuan
(spencer and spencer,1993:39) yaitu pengarubh
dan dampak, kesadaran berorganisasi,
membangun hubungan kerja, mengembangkan
orang lain, mengarahkan bawahan, kerja tim
dan kepemimpinan kelompok.
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4} Kompetensi spiritual

Kompetensi spiritual adalah karakter dan sikap
yang merupakan bagian dari kesadaran yang
paling dalam pada seseorang yang berhubungan
dengan sadar yang tidak hanya mengakui
keberadaan nilai-nilai  baru  (Zohar dan
Marshall,2000:1).  Ada  Sembilan  ciri
pengembangan kompetensi spiritual  yaitu:
kemampuan bersikap flexible atau adaptif,
tingkat kesadaran diri yang tinggi, kemampuan
untuk menghadapi dan mengatasi penderitaan,
kemampuan unfuk menghadapi dan melampaui
rasa sakit, kualitas hidup yang dillhami oleh visi
dan nilai-nilai, keengganan untuk membuat
kerugian yang tidak perlu, kecenderungan untuk
melihat segala sesuatu secara holistic,
kecenderungan untuk bertanya mengapa, dan
memiliki kemudahan untuk melawan konvensi.

Kriteria Pengukuran Kinerja
Menurut Benardin dan Russle (1998:383)

ada 6 (enam) kriteria primer yang dapat digunakan
untuk mengukur kinerja yaitu:

1. Quality
Merupakan sejauh mana proses atau hasil
pelaksanaan kegiatan mendekati
kesempurnaan atau mendekati tujuan yang
diharapkan.

2. Quantity

Merupakan jumlah yang dihasilkan. misalnya
jumlah rupiah, jumlah unit, jumlah silus kegiatan
yang diselesaikan.

3. Timeliness
Adalah tingkat sejauh mana suatu kegiatan
diselesaikan pada waktu yang dikehendaki
dengan memperhatikan koordinasi output lain
serta wakiu yang tersedia untuk kegiatan lain.

4. Cost-effectiveness
Adalah tingkat sejauhmana penggunaan daya
organisasi  (manusia, keuangan, teknologi,
material) dimaksimalkan untuk mencapai hasil
tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap
unit penggunaan sumber daya.

8. Need for supervision
Merupakan tingkat sejauh mana seorang
pegawai dapat melaksanakan suatu fungsi
pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan
seorang pimpinan untuk mencegah tindakan
yang kurang diinginkan.

6. Interpesonal impact
Merupakan tingkat sejauhmana pegawai
memelihara harga dii, nama bak dan
kerjasama diantara rekan kerja dan bawahan.
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Fakicr-faktor yang mempengaruhi kinerja
Armstrong (1988:32) mengemukakan bagaimana
mengelola kinerja dan menempatkannya dalam
praktek. Ada 4 (empat) factor pokok dalam
manajemen kinerja yaitu input : hal ini menyangkut
atribusi individu, process : hal ini menyangkut
perilaku  kemampuan vyang dibawa dalam
pekerjaan untuk mengisi tanggungjawab, output :
hal ini merupakan kinerja yang dicapai seseorang
dan outcome : the impacts of what has been
achieved by the performance of inviduals of the
results of their team,department,unit pr function
and ullimately the organization . Kualitas identik
dengan mutu, yang secara umum mutu adalah
karakleristik produk atau jasa yang ditentukan oleh
pemakai dan diperoleh melalui pengukuran proses
perbaikan secara berkelanjutan. Sedangkan
kualitas menurut Edwards deming dalam Bambang
swasto (1997:56) kualitas dapat dilihat dari
konteks, persepsi konsumen, dan kebutuhan serta
kemauan konsumen,maka dapat dirumuskan
paradigma penelitian pengaruh uji kompetensi
terhadap kinerja pegawai terlihat pada gambar
berikut:

Kinerja
Kompetensi 1, Husniit
as hasil

1. Intelektual kerja
2. Emosional - 2. Kualita
3. sosial 5 hasil

kerja

Kompetensi  berpengaruh  terhadap
kinerja karyawan. Semakin tinggi kompetensi yang
dimiliki oleh karyawan dan sesuai dengan tuntutan
peran pekerjaan maka kinerja karyawan akan
semakin meningkat. Karyawan yang kompeten
biasanya memiliki karakter sikap dan perilaku atau
kemauan dan
kemampuan kerja yang relatif stabil ketika
menghadapi suatu situasi di tempat kerja yang
terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri,
motivasi internal, dan kapasitas pengetahuan
kontekstualnya sehingga ia dengan cepat dapat
mengatasi permasalahan kerja yang dihadapi,
melakukan pekerjaan dengan tenang dan penuh
dengan rasa percaya diri, memandang pekerjaan
sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan
secara ikhlas, dan secara terbuka meningkatkan
kualitas diri melalui proses pembelajaran.

Hal ini akan memberikan dorongan yang
kuat kepada karyawan untuk mengerjakan tugas-
tugas yang dibebankan kepadanya dengan efesien
dan efektif serta secara psikologis akan
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memberikan pengalaman kera yang bermakna
dan rasa tanggung jawab pribadi mengenai hasil-
hasil pekerjaan yang dilakukannya, Pada akhirnya,
semua hal ini akan meningkatkan kinerja karyawan
baik yang berhubungan dengan faktor pekerjaan
maupun karakteristik personal. Hal ini didukung
pernyataan teoritik dari Spencer & Spencer (1983
78) bahwa kompetensi intelektual, emosional, dan
sosial sebagai bagian dari kepribadian yang paling
dalam pada seseorang dapat memprediksi atau
mempengaruhi kesfektifan kinerja individu.

Standar kompetensi Jabatan Fungsional
polisi Pamong Praja itu sendii disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam MNegeri
Momor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan
Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian
Dalam Megeri dan Pemerintahan Daerah,
khususnya pada prosedur penyusunan Standar
Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan
Dalam Negeri (SK3APDN), serta Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 100/119/SJ tanggal
15 Januari 2016 tentang Pedoman Umum
Perumusan Standar Kompetensi Teknis Urusan
Pemerintahan Daerah.

Standar kompetensi Jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja terdiri dari Peta fungsi kerja
dan Unit-unit kompetensi Jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja yang merujuk pada tugas-
tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun
2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong
Praja dan Angka Kreditnya. Sedangkan
pengembangan substansi masingmasing unit
kompetensi mengacu pada regulasi teknis dan
standar yang ada antara lain sebagai berikut;

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang  Pedoman  Penyusunan  dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

4. Peraturan Pemerintah Momor 79 tahun 2005
tentang  Pedoman  Pembinaan  dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31
Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Diklat di  Lingkungan
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Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah:

&, Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 37
Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan
Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan
Daerah;

Q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
di Kabupaten dan Kota;

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
MNomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Kelentuan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4
Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Palisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya,

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43

Tahun 2015 tenfang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Pada standar kompetensi polisi pamong
praja dibuat Peta fungsi kerja, unit kompetensi dan
rincian unit-unit kompetensi Jabatan Fungsional
Polisi Pamong Praja sebagaimana pada tabel 1
berikut:

I— Fungsi Utama Fungsi Dasar

Melaksanakan Melakukan tindakan non yustisi
Tindaica Beon usls Melakukan Analisis aspek sanksi
dalam Perda
Melakukan sosialisasi
Perda/Perkada
Melaksanakan tindakan yustisi
| Melakukan Koordinasi
Melaksanakan Pen?ga_kan P_arga
Penindakan Yustisi Menjadi saksi dalam proses
_penyidikan
Menjadi saksi dalam proses
persidangan
Mengevaluasi Melakukan Evaluasi
Penegakan Perda dan | pormasaiahan Penegakan
Perkada Parda

Membuat rencana induk | Menyusun Rencana Program

{Waztar Fiany Melakukan evaluasi kegiatan

Melakukan Patroli Melakukan Patroli

Melakukan pengamanan | Melakukan pengamanan

dan pengawalan
Melakukan pengawalan

Melakukan pengendalian .
massa Malakukan pengendalian massa
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Melaksanakan deteksi o Tabel-3
dini Melaksanakan deteksi dini UNIT-UNIT KOMPETENSI
—r=— JABATAN FUNGSIONAL POLISI
Memfasilitasi dan Melakukan pendataan dan PAMONG PRAJA TINGKAT TERAMPIL
melakukan pelatihan satlinmas
pemberdayaan kapasitas 1 :
serta menyelenggarakan No. Kode Unit Judul Unit Kompetensi
linmas 1. | PPP.GD.02.005.01 | Melaksanakan findakan yustisi
iisasi finmas
Melakukan mobilisasi fnma 2. | PPP.GD.02.006.01 | Menjadi saksi dalam proses
penyidikan
3. | PPP.GD.0Z.007.01 Menjadi saksi dalam proses
Berdasarkan peta fungsi kerja di atas, unit pem!daﬁga_nl -
kompetensi yang harus dikuasai oleh Jabatan 4. | PPP.GD.0Z.008.01 Melakukan flindakan non yustisi
Fungsional F’DlisirPanjr:mg Praja Tingkat Ahli dan Mengikuti sosialisasi Peraturan
Terampil, sebagai berikut: 3. | PPR.GD.02.009.01 | pagrah/Peraturan Kepala Daerah
Tabel-2
UNIT-UNIT KOMPETENSI 6. | PPP.TU.02.010.01 Menyusun rencana program
JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA i —
TINGKAT AHLI "j. PFP.TU.0Z2.011.04 Melakukan evaluasi kegiatan
Na. Kode Unit | Judul Unit Kompetensi 8 | PPR.TU.02.012.04 Welakukan patroli
1. | PPP.GD.02001.01 | Melakukan analisis aspek sanksi 9. | PPP.TM02.013.01 | Melakukan pengamanan
|
| delom Perda___ 10.| PPP.TM.02.014.01 | Melakukan pengawalan
| Melakukan evaluasi permasalahan
2. | PPP.GDOZ00201 | penegakan perda 11. | PPP.TM.02.015.01 Melakukan pengendalian massa
3. | PPP.GD.02.003.01 l Melakukan koordinasi penegakan 12.] PPP.LM.02.016.01 | Melaksanakan deteksi dini
| perda 13.| PPPLM.02.017.01 | Melakukan mobilisasi linmas
Mengikuti penyusunan Peraturan
4. FPP.GD.0Z.004.01 Daerah/Peraturan KEDE.'E Dasrah 14. | PPP. Melakukan pEndatﬂan dan
LM.0Z2.018.01 pelatihan satlinmas

5. | PPR.GD.OZ005.01 | Melaksanakan tindakan yustisi

6. | PPP.GD.OZ006.01 | Menjadi saksi dalam proses

penyidikan

7. | PPPGDOZO07.01 | Menjadi saksi dalam proses

persidangan

8 | PPP.GD.0200B.01 | Melakukan tindakan non yustisi

Mengikuti sosialisasi Paraturan

8 | PPP.GD.OZO0B0T | Daerah/Peraturan Kepala Dasrah

10. | PPP,TU,02.010.01 Menyusun rercana pragram

11. | PPP.TU02.011.01 Melakiukan evaluzasi kegiatan

12. | PPP.TU.02.012.01 Melakukan patroli

13. | PPRIMOZ.0M3.01 | Melakukan pengamanan

14. | PPRTIMOZ.014.01 | Melakukan pengawalan

15. | PPP.TM.02.015.01 Melakukan pengendalian massa

16. | PPP.LM.02.016.01 Melaksanakan deteksi dini

17. | PPP.LMO2.017.01 | Melakukan mobilisasi linmas

18. | PPP.LM.02.018.01 Melakukan pendataan dan pelatihan

satlinmas
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Sedangkan dari 18 (delapan belas) unit
kompetensi bagi tingkat ahli dan 14 (empat belas)
Unit Kompetensi bagi tingkat terampil diambil 5
(lima)Unit Kompetensi tingkat Ahli yang di uji
kompetensikan  yaitu melakukan koordinasi
penegakkan perda, melakukan tindakan non
yustisi, ~ melakukan  patroli,  melakukan
pengendalian massa dan mabilisasi linmas. Dan
dari 14 (empat belas) unit kompetensi tingkat
terampil diambilah 4 (empat) unit kompetensi yang
diuji kompetensikan yaitu melakukan tindakan non
yustisi,  melakukan  patroli,  melakukan
pengendalian massa dan melakukan pendataan
dan pelatihan linmas. Dari 5 (lima) unit kompetensi
bagi tingkat ahli dan 4 unit (empat) kompetensi bagi
tingkat terampil dibuatiah perangkat uji kompetensi
berupa 60 (enam puluh) soal pilihan berganda bagi
masing-masing tingkatan dengan passing grade
kelulusan minimal adalah meraih nilai 60 (enam
puluh)  yang  ditempuh  dalam  waktu
penyelesaiannya 30 (Sembilan puluh) menit.

Setelah dilakukan pemeriksaan langsung
oleh para asesor dimana peneliti termasuk didalam
tim asesor dalam menguji para asesi dalam hal ini
adalah para anggota polisi pamong praja yang
telah memenuhi syarat, tahapan berikutnya adalah
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dilakukannya wawancara verifikasi  dokumen
portofolio para asesi.

Berikut ini contoh folo kegiatan salah satu
Uji Kompetensi Polisi Pamong Praja yang langsung
diikuti oleh peneliti sendiri waktu Pelaksanaan UJK
di Provinsi DKI Jakarta:

Sejak dimulainya Uji Kompetensi Polisi
Pamong Praja di Provinsi Jawa Tengah bulan
maret 2016 sampai dengan Provinsi Sumatera
Selatan bulan mei 2017 telah dihasilkan anggota
Polisi Pamong Praja 4.051 orang pejabat
fungsional polisi pamong praja. Dimana peneliti
sendiri berkesempatan menguji sebagai asesor
para anggota polisi pamong praja di 10 (sepuluh)
Provinsi dari 14 (empat belas) provinsi yang telah
melaksanakan uji kompetensi,

Jenis data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh dari
responden secara langsung yang dikumpulkan
melalui survey lapangan dengan menggunakan
data tertentu yang dibuat secara khusus untuk itu
(uma sekaran,2000:221). Dalam penelitian ini data
primer meliputi informasi mengenai kompetensi
dan komitmen organisasi diperoleh dari anggota
polisi pamong praja. Sedangkan kinerja polisi
pamong praja diperoleh dari pimpinan langsung
(Atasan Langsung), selanjutnya data penunjang
yang digunakan adalah data sekunder yang berupa
informasi mengenai karaklerisitk organisasi polisi
pamong praja yang meliputi jumlah anggota polisi
pamong praja,data tentang evaluasi kinerja polisi
pamaong praja, dan lain-lain.

Pada penelitian ini konsep variable yang
diteliti ada dua macam yaitu ; Uji Kempetensi dan
Kinerja Polisi Pamong Praja. Uji Kompetensi
merupakan  independent  variable,sedangkan
kinerja polisi pamong praja merupakan dependent
variable. Variabel peneliian ini diukur oleh
instrument pengukuran dalam bentuk kuesicner
yang bersifat tertutup yang memenuhi persyaratan
skala likert. Untuk setiap pilihan jawaban diberikan
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skor,dan skor yang diperoleh mempunyai tingkat
pengukuran ordinal,

Ukuran Sampel yang diambil oleh peneliti
berjumlah 280 orang dari 14 provinsi yang telah
mengikuti uji kompetensi polisi pamong praja
dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Metode
penarikan sampel memakai stratified model
sampling.

Model  pengukuran  wvariable laten
kompetensi polisi pamong praja menggunakan 20
indikator dan loading factor masing-masing
indikator membentuk variable kompetensi dapat
dilihat dari table dibawah ini:

KOMPE 0,7296 X1 0.4820
TENSI

0.8303 X2 0.3270

0,5909 X3 05121

| 0,7260 X4 0.4864

0.7383 X5 04686

[ 0,7272 X6 04868

[ 0,7844 X7 0,379

07169 | %8 0.5114

07370 | X9 0,4429

0,7362 X0 0.4433
07717 X1 04261
0,7563 X1z 04430
0,7353 x13 0.4640
| 07230 X4 | 04316
07710 X5 04227
0,7552 A6 04411
0,737 217 04644
0,6850 A18 05404
0.6660 A19 05712
0.6428 #20 0.5870

Sedangkan model pengukuran variable
laten kinerja polisi pamong praja  diukur
menggunakan sepuluh indikator dan loading factor
masing-masing indikator membentuk variable
kinerja polisi pamong praja dapat dilihat dari table
dibawah ini:

| KINERJA | 0,8319 Y1 0,3344
0,7158 Y2 0,5110
0,6899 Y3 0,5354
0,8223 4 0,3573
0,7838 Y5 0,381
(,6687 Y6 0,5524
0.7662 Y7 0,4397
086772 Y8 03224 |
0.7611 Y9 0,4322
0,6991 Y10 0,5137

Uji Kompetensi dihipotesiskan  memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja anggota
polisi pamong praja yang telah mengikuti uji
kompetensi standar kompetensi di 14 (empat
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belas) Provinsi. Koefisien jalur dari variable
kompetensi terhadap kinerja pegawai polisi
pamong praja sebesar 0,4962. Nilai koefisien jalur
yang bertanda positif menunjukan kompetensi
yang makin tinggi akan membuat kinerja polisi
pamong praja juga semakin finggi. Selanjutnya t
hitung wvariable kompetensi terhadap kinerja
pegawal polisi pamong praja sebesar [6,6146.
Karena nilai t hitung lebih besar dari t kritis, maka
disimpulkan bahwa uji kompetensi polisi pamong
praja berpengaruh signifikan terhadap kinerja
anggota polisi pamong praja yang telah
melaksanakan uji kompetensi tersebut.

Besaran pengaruh uji kempetensi terhadap
kinerja polisi pamong praja yang telah mengikufi uji
kompetensi adalah sebesar 34,14% yang berarti
sebesar 34,14% perubahan yang terjadi pada
kinerja pegawai polisi pamong praja dapat
dijelaskan oleh kompetensinya.

KESIMPULAN

Hasil analisis dan pembahasan tentang
pengaruh uji kompetensi standarisasi kompetensi
terhadap kinerja polisi pamong praja yang telah
dilakukan uji kompetensi di 14 (empat belas)
provinsi yang didasarkan kepada survey terhadap
280 orang polisi pamong praja di 14 (empat) belas
Provinsi diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi pegawai polisi pamong praja yang
meliputi kompetensi intelektual, emosional dan
social pada pegawai polisi pamong praja yang
telah diuji kompetensi di 14 (empat belas)
provinsi rata-rata skornya termasuk dalam
kateqgori tinggi . kompetensi intelektualnya lebih
tinggi dibandingkan kompetensi emosional dan
social, hal ini berarfi pegawai polisi pamong
praja di lingkungan 14 (empat belas) provinsi
yang telah melaksanakan uji kompetensi
jabatan fungsional pamong praja memiliki
semangat kerja, pengetahuan, kepadulian dan
pemahaman  permasalahan vyang tingg
dibandingkan kemampuan pegawai polisi
pamong praja dalam memahami lingkungan
secara objektif dan moralis, pengendalian
emosi dan membangun jaringan kerjasama
serta mempengaruhi rekan kerja atau bawahan.
Kinerja pegawai polisi pamong praja yang telah
melaksanakan uji kompetensi di 14 (empat
belas) Provinsi termasuk dalam kategori cukup
tinggi. ketepatan waktu dalam menyelesaikan
pekerjaan memperoleh  skor  lebih  tinggi
dibandingkan kualitas hasil kerja anggota polisi
pamong praja. Hal ini berarti pegawai polisi
pamong praja yang telah melakukan wuji
kompetensi jabatan fungsional polisi pamong
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praja lebih mampu menyelesaikan pekerjaan
sesuai jadwal dan pekerjaan diselesaikan
secepat mungkin tanpa harus menunggu
perintah lebih lanjut dari pimpinan.

2. Uji Kompetensi memiliki pengaruh yang posisitf
dan signifikan terhadap kinerja pegawai polisi
pamong praja yang telah mengikuti uji
kompetensi di 14 (empat belas) Provinsi .
artinya uji kompetensi menstimulir optimasi
pembentukan kinerja pegawai polisi pamaong
praja dalam bekerja di tempat masing-masing.
Temuan ini relevan dengan pernyataan yang
dikemukakan oleh spencer and spencer (1993)
bahwa kompetensi intelektual, emosional dan
social sebagai bagian dari kepribadian yang
paling dalam pada seseorang dalam
mempengaruhi kefektifan kinerja individu.

3. Uji Kompetensi polisi pamong praja sangat
penting dilakukan saat ini sebagal upaya
Pemeriniah dalam hal ini Kementerian Dalam
Negeri sebagaimana yang felah dicanangkan
oleh Bapak Menteri Dalam Megeri Republik
Indonesia Tjahyo Kumolo yang menginginkan
wajah polisi pamong praja Indonesia berubah
ke wajah yang ramah dan humanis namun
mempunyal kompetensi yang mumpuni serta
untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
polisi pamong praja melalui tunjangan jabatan
fungsional polisi pamong praja yang melekat
dengan gaji pokok sefiap anggota polisi
pamong praja pada setiap bulannya.
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